SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANGSIDIMPUAN

. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR. 532/PP.02.3-Kpt/ 1277 /KPU-KOTA /IX/2017

TENTANG
JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK SE.BAG}‘G SYARAT PENCALONAN
BAKAL PASANGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANGSIDIMPUAN TAHUN 20:38

KETUA KOMISI PIsMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40
| ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Per:: bahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
201 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Jnd ing-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gucernur, Bupati dém Walikota menjadi Undang-Undang;
b. bakira untuk melaksanakan kcientuan Peraturan KPU
Nornor 3 TahL;n 2017 tentang Pencalonan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan, atau Walikota dan Wakil Walikota; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimeksud dalam huruf a dao b, perlu menetapkan
Kep itusan Komisi Pemi.ihan Umum Kota
Pade ngsidimpuan tentang Jursiah Minimal Perolehan
Yursi dan Perolehan Suara Sanh Partai Politik dan
Gariangan Partai Politik Sebagea! Syarat Pencalonan Bakal

Pas: npan Calon Walikota dan Wzkil Walikota

Padangsidimpuan..........
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Padengsidimpuan Tahun 2018.

"Jnd'mg—Unda'ng Nomor 4 Tahum 2001 tentang
Perabentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84;
Undang-Undang Nomor -+ 12 Tahun 2011 tentang
Perbentukan . Peraturan Perundang-Undangan
(Lerr baran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indcnesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 tzhun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lemisaran Negara Republik Indoniesia Nomor 5246);
Undling-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undéng-Undang Nomor
I Tehun 2014 tentang Pemiiihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Urdang (Lembaran Negara
Pepuiblik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undzng-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Peri. bahan Kedua atas Undang-ndang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undz.ing—Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
{(Lembaran Negara Republik -Indonesia Tahun 2016
Non‘.“or 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5898);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Polit ik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomror 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indcnesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Pér;;.bahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
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tentang Partai Politik (Lembaran , Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Nega;ra Republik Indonesia Nomor 5189);

Undémg—Undang Nomor . 14 Tahun 2008 tentang
Kete-bukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Repﬁblik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lemparan Negafa Republik Indonesia Nomor 4846); '
Und'ing-Undang Nomor & Tahun 2012 tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomior 117, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indcnesia Nomor 5316);

Peracuran Komisi Pemilihan Umum ‘Nomor 05 Tahun
2004 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemiilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kab 'Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Komjsi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun
2010 tentang. Perubahan atas Peraturan Komisi
Penmulihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata
Ker.1 Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Prov.nsi, dan Komisi Pemillhan Umum Kab/Kota
sebe gaimana diubah dengan Peraturan Komisi
Perilihan Umum Nomor 37 Tahur 2008;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun
Z0G& tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sektetariat  Jenderal quisi Pémilihan Umum,
Sekietariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekrctariat ~ Komisi quiiihan Umum  Kab/Kota
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Komisi
Peralihan Umtim Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Perabahan Peraturan Peraturan lKomisi Pemilihan Umum
Nornor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat..........
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Memerhatikan: 1.

)

Sekrstariat Komisi Pcmililllan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Unium Kab/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umurn Nomor 1 Tahun 2017
tentung Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pem lihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakii Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahtn 2017;

Perz turan Komisi Pemilihan Umuni Nomor 3 Tahun 2017
tenzang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil
(':‘_u"a*.:r:lur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dar Wakil Walikota. .

Beria  Acara Komisi .Pemillhan Umum  Kota
Padengsidimpuan tentang penctapan perolehan  kursi
has:i; Pemilu Anggota Dewan Ferwakilan Rakyat Daerah
Nomnor: 552/BA/V/2014 tentang Penetapan Perolehan
Kur:li Partai Politik dan Penetapan Calon Terpilih Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daeran Pemilu Tahun 2014;
Kepiitusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Pade ngsidimpuan Nomor: 528 ,/PP.02.3-Kpt/ 1277 /KPU-
Koté./ IX/2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penjf‘elenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
Pad: ngsidimpuan Tahun 2018; .

Kepiitusan ~ Komisi Pemilthan Umum Kota
Padengsidimpuan Nomor: 529/PP.02.3-Kpt/ 1277 /KPU-
KO’VI_:‘X/ IX/2017 tentang Pencalonan Pemilihan Walikota
dan :‘W akil Walikota Padangsidirmpuan Tahun 2018; dan
Beria Acara Rapat Pleno KPU Kota Padangsidimpuan
Notr or: 530.a/BA/IX/2017 tauggal 10 September 2017
tenting Penetapan Jumlah Minimal Perolehan Kursi dan
Perdlehan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai
Politik Sebagai Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon
Walj},gota dan Wakil Walikota Padangsidimpuan Tahun
201&.

-

Memutuskan..........
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v_ MEMUTUSKAN: -

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILiHAN UMUM KOTA

PADANG! %lIDIMPUAN. TENTANG JUMLAH MINIMAL
- PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEEAN SUARA SAH PARTAI
: POLITIK DAN GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT
PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN

. WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018.

Kesatu : Menetapl.an jumlah minimal percleran kursi dan perolehan
suara sz.) Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai
syarat Psncalonan. Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil
Walikota Padangsidimpuan Tahun 2018;

Kedua : Jumlah ninimal perolehan kursi dan perolehan suera sah
Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai syarat
Pencalonin Bakal Pasangan' Calon Walikota dan Wakil
Walikota  Padangsidimpuan Tahun 2018 sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran I,

- yang mér"upakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
J Ketiga - Jumlah n:nimal perolehan kursi dan perolehan suara sah
Partai Politik dan Gabungan Partai Politik sebagai syarat
Pencalonan Bakal Pasangan Caion Walikota dan Wakil
Walikota  Padangsidimpuan Tahun 2018 sebagaimana
dimaksu! dalam Diktum Kesatu teL.cantum dalam Lampiran
iI, yang ioerupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
~ini. :

Keempat : Keputus:n ini mulai berlaku sejak tenggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada tangga! : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya ttd.

_~ ,SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
/5 ~—KGQPA PADANGSIDIMPUAN ARBANUR RASYID
=/ _KASUBBA§ HUKUM DAN PENGAWASAN
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LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR: 532 /PP.02.3-Kpt/ 1277 /KPU-KOTA/IX /2017
TENTANG JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN
PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN
GABUNGAN  PARTAI  FOLITIK SEBAGAI  SYARAT
PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

JUMLAH MiNIMAL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK DAN GABUNGAN
PARTAI POLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADAN GSIDE'MPUAN

TAHUN 2018 ’

' Jumlah Kursi dalam Psmij'u Anggota

DRPD Kota Padangsidimpuan Tahun * 30 (tiga puluh kursi)
2014 '
:‘i Persentase Minimal Perol¢ han Kursi 20 % (dua puluh persen)

L

Jumlah Minimal Peroleha 1 Kursi
sebagai Syarat Pendaitaran Bakal 6 {e:nam) kursi

Pasangan Calon

Ditetapkan di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,

Salinan sesuai dengan aslinya

_~ ., SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM ttd.
" ~——KQPA PADANGSIDIMPUAN
HUKUM DAN PENGAWASAN ARBANUR RASYID

5/ _KASUBB
s [ - "1 43\ \ N
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LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
' KOTA PADANGSIDIMPUAN

NOMOR: 5% /PP.02.3-Kpt/ 1277 /KPU-KOTA/IX /2017

. TENTANG JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN

. PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN

' GABUNGAN PARTAI POLITIK SEBAGAI  SYARAT
PENCALONAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2018

JUMLAH MINIMAL "EROLEHAN SUARA SAH PARTAI i’OLITIK DAN
GABUNGAN PARTAI 1;’OLITIK SEBAGAI SYARAT PENCALONAN BAKAL
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2018

)

Jumlah Suara Sah dalam Pemilu N
107. 824 { seratus tujuh ribu
| Anggota DPRID) Kota

! . , delapan ratus dua puluh empat)
/ Padangsidimpuian Tahun 2014

Persentase Minimal FPerole han Suara

25 % (dua puluh lima persen)
Sah

Jumlah Minimal Peroleha1 Suara
26.956 (dua puluh enam ribu

Sah sebagai Syarat Pendataran . .
sembilan ratus lima puluh enam)

Bakal Pasangesn Calon

Ditetapkan di : Padangsidimpuén
Pada tanggal : 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANGSIDIMPUAN,
Salinan sesuai dengan aslinya
. oEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
/ST K06 \PADANGSIDIMPUAN ttd.
'/ _KASUBBA§ HUKUM DAN PENGAWASAN

- ARBANUR RASYID
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